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naslonal secara berkelanjutan diharapkan dapat meming katkan kesejahteraan

rakyatindonesiabalk secara spiritual maupun material. Maka deml mewujudkan
tujuan tersebut, dibutuhkan dana yangcukup besar. Sumber penermaan negara
Indonesiaterbesar adalah berasal dad sektor penpajakan. mam
PengertianPajak menurut Prof. Or. B, |. & &dranl, pajak menspakan luran
rmasyarakat kepada negara [yang dapat dipaks akan) yang terutang oleh yang
wa|ib membayannya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang)
dengantidak mendapat prestasl kembaliyang langsung dapat dibunjuk dan yang
gunanya adalahuntuk memblayal pengeluaranumum berhubung tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluye, 2013). Terdapat berbagal
rmacarm jenis pajak, salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan [PFh). Pajak
Penghasilan (FPh) merupakan pajakyang dikenakan terhadap Orang Pribadi,
Perusahaan atau Badan Hukum lainnya atas penghasilan yang diterima. Sistem
pemungutanPajak Penghasilan yangdiberlakukan setelah masa reformasi pajak
pada 1983 danmasih berlaku hingga saat inl di iIndonesia adalah self assessment
system. Sistemn inl mempakan slstem pemungutanpalak yang membebankan
Wajlb Pajak untuk berperan akiif dalammenghitung, membayar dan melaporkan
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